BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMEI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR/4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN MENDAHULUI KETIGA ATAS

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110

Mengingat

2o,

Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan
Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan
Penggunaannya, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134
Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menter
Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus, serta
memperhatikan berbagai ketentuan Peraturan Perundang
undangan yang berlaku, perlu dilakukan pergeseran anggaran
untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan/
pembangunan;

bahwa sesual ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,
pergeseran anggaran belanja dilakukan dengan merubah
peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk
selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bungo
tentang Perubahan Mendahului Ketiga Atas Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun
Anggaran 2024,

Undang-Undang Numor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il Sarolangun Bangko dan Daecrah Tingkat Il Tanjung
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang......2
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355},

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah dibuah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2024tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6914;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sehagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonecsia Nomor 4576),

Feraturan_ Femeri_ntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Neomor 123, Tambahan Lembara Negara Republik
Indonesia Nomor 5165):

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
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Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomeor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 799);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang
Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian
Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomorr
139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana
Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabu paten Bungo Tahun 2023
Nomor 4);

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun
2023 Nomor 35) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor O Tahun 2024 tentang
Perubahan Mendahului Kedua Atas Penjabaran Anpggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun

Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten B
N p ungo Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN MENDAHULUI
KETIGA ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

gg)glzﬁﬂd-"t DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN
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Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4), diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3

Pendapatan Daerah  Tahun  Anggaran 2024  semula  secbesar
Rpl1.183.125.790.286,- bertambah sebesar Rpl170.120.269.225,- sehingga
menjadi Rp1.353.246.059.511,- yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;

b. Pendapatan transfer; dan

¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan pada ayat (1) dan avat (2), dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar
Rp1.007.362.605.463,- bertambah sebesar Rp171.440.269.225,- sehingga
menjadi Rpl.178.802.874.688,- vang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah,

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf a semula sebesar Rp914.781.274.000,- bertamhbah sebesar
Rpl170.590.269.225,- sehingga menjadi Rp1.085.371.543.225,-.

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b semula sebesar Rp92.581.331.463,- bertambah sebesar
Rp850.000.000,- sehingga menjadi Rp93.431.331.463,-.

3. Ketentuan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula
sebesar Rpl1.009.749.524 627, bertambah sebesar Rp97.770.421.342,-
sehingga menjadi Rp1.107.519.945.969,-, yang terdiri atas:

a. belanja pegawas;

b. belanja barang dan jasa;
c. belanja subsidi;

d. belanja hibah; dan

e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula
sebesar Rp569.133.940.188,- berkurang sebesar (Rp2.126.108.000,-)
sehingga menjadi Rp 567,007.832.188,-;

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
semula sebesar Rp382.454.807.063,- bertambah sebesar
Rp91.700.654.342,- sehingga menjadi Rp474.155.461.405,-;

(4) Belanja......... 5
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(4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ semula
sebesar Rp1.407.500.000,- bertambah sebesar Rp90.000.000,- sehingga
menjadi Rp1.497.500.000,-;

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar
Rp56.753.277.376,- bertambah sebesar Rp8.105.875.000,- sehingga
menjadi Rp Rp64.859.152 376,-.

(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
sebesar Rp0.00,-,

Ketentuan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 9 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula
sebesar Rp85.906.868.333,- bertambah sebesar Rp79.725.988.396.-
sehingga menjadi Rp165.632.856.729,- yang terdiri dari:

a. belanja modal peralatan dan mesin.

b. belanja modal bangunan dan gedung.

¢. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
d. belanja modal aset tetap lainnya,

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
huruf a semula sebesar Rpl18.397.622.533,- bertambah sebesar
Rp23.765.098.896,- sehingga menjadi Rp42.162.721.429 -,

(3] Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf b semula sebesar Rp7.996.550.700,- bertambah sebesar
Rp13.820.472.000,,- sehingga menjadi Rp21.817.022.700,-;

(4) Belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ semula sebesar Rp54.715.652.400,- bertambah sebesar
Rp41.775.428.640,- schingga menjadi Rp96.491.081.040,-.

(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul d semula sebesar Rp4.797.042.700,- bertambah sebesar
Rp364.988.860,-sehingga menjadi Rp5.162.031.560, .

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10
Anggaran Belanja Tidak ‘Terduga semula sebesar Rp16.567.455.781,-
berkurang sebesar (Rp12.664.562.911 ,-} sehingga menjadi Rp3.902,892.870.-
Ketentuan pada Lampiran | Lampiran Il Lampi i
! _ ; piran [lla, Lampiran [lih d
Lampiran Vie Pasal 15 diubah, sehingga berbu nyi sebagai berikli:t: i v
Pasal 15
(1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanj i
: ) : ja Daerah sebagaiman
dJm‘astd dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang mgfuapaka:
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:
1. LampiranI . Ringkasan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok

dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2024;

2. Lampiran....... 6



2. Lampiran [l

3. Lampiran llla

4. Lampiran [1Ib

6. Lampiran Vic

=B

Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiavaan Tahun Anggaran 2024;

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Hibah Berupa Uang vyang diterima serta SKPD
Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2024,

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Hibah Berupa Barang vang diterima serta SKFD
Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2024,

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja
Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa
Tahun Anggaran 2024,

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupalti ini.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan
ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Diundangkan di Bungo
pada tanggal 27 #‘ o

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 22 .- § - 2024

"BEKDA KAS, PINCD | BUPATI
HURI

2024

SEKW BUNGO

MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR /%

-

= T =
| STEM SEKDA
G HUKUM
Moy i — |

PARAF HIERARK!

ANALIS HUKUM flive




RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,

Lampiran | ;

KABUPATEN BUNGO

Poraturan Kepala Dserah
MNomor : 14 TAHUN 2024

Tanggal : 22 Mai 2024

OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024
SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN PERGESERAN PERGESERAN SELISIH (Rp)
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 150.156.650.923,00 150.156.680,823,00 0,00
41,00 Pajuk Dasrah 51,253.004.209,00 57,253.004.208,00 0,00
4.1.01.08 Pajik Hotel 1.558.593.672,00 1.556.593.672,00 0,00
4.1.01.06.01 Pajak Hotel 1.266.111.672,00 1.266.111.672,00 0,00
4,1.01,06.01,0001 | Pajak Hotel 1.266.111.672,00 1.266.111 672.00 0,00
4.1.01.06.02 Pajak Motel 292 482 000,00 202 482 000,00 0,00
4,1.01.0602.0001 | Pajak Motel 292.462,000,60 282.482.000,00 0,00
4.1.01.07 Pajak Restoran 3.950.200.000,00 3.850.200.000,00 0,00
4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 2175543 670,00 2.175.543,670,00 0,00
4.1.01.07.01.0001 | Pajak Restoran dan Sejanisnys 2 175 543.670,00 2.175.543.670.00 0.00
4,1.01.07.02 Pajak Fumah Makan don Sojaninnya T53.554 330,00 T53.554.330,00 0,00
410107020001 | Pajsk Rumah Makan dan Sejenisnya 751 554.330,00 753,554.330,00 0,00
41.01.07.03 Fajak Kafetara dan Ssjenisnya 100.000.000.00 100, 000,000, 00 0.00
4 1.01.07 030001 Pajak Kafetars dan Sejentsnys 100.000.000,00 100.000,000,00 0,00
4 1.01.07.07 Pajak .|asa Roga/Kataring dan Sajaniznya 821 102 000,00 921.102.000,00 0.00
4.1.01.07.07.0001 | Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 821.102.000,00 B21,102.000,00 0,00
410108 Pajak Hiburen 370.000.000,00 370.000.000,00 0,00
4.1.01.08.01 Pajak Tontonan Film 1.000,000,00 1.000.000,00 000
4101 08.01.0001 | Pamk Tontonan Film 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
4,1.01.08.04 Palok Pamearan 51.834,400,00 51.934.400,00 ;f;
4101 p ——
| 4101.08.04.0001 | Pajak Pameran 51.8%4.400,00 51434 400,00 0,00
Pajak Diskotlk, Karaoks, Kiub Malam, d _
4.1.01.08, ! ’ akam, dan
i Sajunisnya 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
Pajak Diskollk, Karsoke, Kiub Malam, d T
4.1.01.08.05.0001 ! '  aan
Sejenisnya 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
4.1.04.08.08 Pajak Pacuan Kuda, Kendarsan Bermator, dan =—
| Permainan Ketangkasan 164.250.320,00 164.250 320,00 0,00
4.1.01.08.08.0001 | F@#sk Pacuan Kuda, Kenderaan Bermotor, dan
Pamainan Ketangkasan 164,260 320,00 104.250.320.00 0.00
4.1.01.00,00 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Usp/Spa dan
Pusat Kebugaran (Fitness Center) 52.815.280,00 52.815,280,00 0.00
410108090001 | P33k Panti Pijat, Refleks!, Mandi Uap/Spa dan
Pusat Kebugaran {Filness Centar) 52.816.280,00 52 816.280,00 0,00
4.1.01.09 Pajak Rekiame
ajak 1.600.000.000.00 1.800.000.000,00 0.00




Berkenaan (SILPA)

( SEBELUM SESUDAH
URAIAN PERGESERAN PERGESERAN JELIBN (Fep)
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp)
2 3 4 5
Peamblayasn Netto 144,617.944.057,00 144.617.944.057,00 0,00
63 Sisa Labih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun 0,00 0,00 0,00

— —— e ——

ARALIS HUKUM

H. M

Kab, Bungo, 22 Mei 2024
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RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,

KABUPATEN BUNGO

Lamgiran Il ;

Peraturan Kepala Daerah

Momor : 14 TAHUN 2024
Tanggal : 22 Mei 2024

SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024
PENDAPATAN DAERAH
SEBELUM SESUDAH
BERTAMBAH / DASAR
KODE REKENING URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKINS
4 PENDAPATAN DAERAH 1,103,125 780.206,00 1.353 246 059 §11,00 170,130, 268.225,00
4.1 {p':g;””’”"” ALY ONEAN 150.156.660.623,00 150,156.650.823,00 0,00
41.M Pajak Daarah B7.253.004.209,00 57.253.004.208,00 0,00
4.1.01.06 Pajak Hotel 1.658,583 672,00 1.558.503,672,00 0,00
4.1.01.08.01 Pajak Hotal 1.266.111.672,00 1.266.111.672,00 0,00
4.1.01.068.01.0001 Pagak Holal 1.266.111,672.00 1.266.111.672.00 0.00
4,1.01.06.02 Pajak Mobel 292 482 000,00 292 482.000,00 0,00
4 1.01.06.02.0001 Pajak Motel 2892.482.000,00 282 482.000,00 0,00
4.1.01.07 Pi}ﬂ: Restoran 3.950,200,000,00 3.850.200.000,00 0,00
4.1.01.0T.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 2.175.543.670,00 2.175.543.670,00 0.00
Pajak Restoran dan 000
4.1.01.07.07.0001 Seia 2.175,543.670.00 2.176.640.670,00 !
4.1,01,07.02 Pajak Rumsh Makan dan 753.564,330,00 753.564.330,00 0,00
Pajak Rumabh Makan dan 7 0.00
4.1,01.07.02.0001 Sejenisnya 753.654.330,00 53.554.330,00 "
4.1.01.07.03 Pajak Kafetaria dan Sajanisnya 100.000.000,00 100, 000.000,00 0,00
Paiak Kafetarnia dan
4.1,01.07.03.0001 100,000.000,00 10:0.000.000,00 0,00
Sejenisnya
Pajek Jasa Boga'Hatering dan .00
4.1.01.07.07 Sejenisrja 921.102.000,00 921.102.000,00 ’
Pajuk Jasa Bogaalaning dan
4.1.01.07.07.0001 Sejeni 821.102.000,00 821.102.000,00 0,00
41.07.08 Pajak Hiburan 370000 000,00 A70.000.000,00 0,00
4.1.01.08.01 Pajak Tontonan Film 1.000.000,00 1,000,000, 00 0,00
4.1,01,08.07 0001 Pajak Tontoran Film A R0 O, 00 R AR iR 0.00
4.1.07.08.04 Pajak Pameran G1.534.400,00 51.934.400,00 0,00
4.1.01.08.04.0001 Pajak Pamaran G1.834 400,00 51,834 400,00 0,00
Pajak Diskotik, Karaoke, Kiub
4.1.01 08,05 Maiam, dan Saisnisnva 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
Pajak Diskotik, Karecke, Klub
4.1.01.08.05.0001 Malam, dan Sejenisnya 00, 000, 000,00 100,000.000,00 0,00
Pajak Pacuan Kuds,
4.1.01.08.08 Kendaraan Bermator, dan Permainan 164.250.320,00 164.250.320,00 0,00
Ketangkasan
Pajak Pacuan Kuda,
4.1.01.08.08.0001 | Kendaraan Bermotor, dan Permainan 164,250, 320,00 164, 250.320,00 0,00
Katangkasan




8.1 PENERIMAAN PEMELIAY AAN 163.666.644 057,00 153.666.944 057.00 0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
6.1.01 Tahun Ssbelummya 153.665.944.057,00 153.665,944,057,00 0,00
Sisa Dana Akibat Tidak
Tercapainya Capaian Target Kinerja
6.1.01.07 dsn Sisa Dana P . 153.665.944.067,00 153,665.944.057,00 0,00
Pamblayaan
Sisa Dana Akibat Tidak
&1.01.07.01 Torcapsinyn Caspaian Target Kiner) 153.665.844 057,00 153.665.844.057,00 0.00
Sisa Dana Akibat Tidak
6.1,01.07.01.0001 T inya Capaian Terget Kinerja 153.665.944,057 00 153,665 844 057,00 0,00
B2 PENGELUARAN PEMBIAY AAN 8,048 000.000,00 5.048.000.000,00 0,00
B.2.02 Penyertaan Modal Daerah 8,048 000.000,00 8.04A.000,000,00 0,00
Penyartaan Modal Dasral pada
6.2.02.02 Badan Ussha Milk Dasrah (BUMD) 8.048,000.000,00 8.048.000.000,00 0,00
62.02,02.01 Penyertasn Modal Dasesh pada 9,048,000.000,00 0,048,000.000,00 0,00
Penyertaan Modal Deerah
§.2.02.02.01.0001 pada BUMD 9,048.000,000,00 9,048.000.000,00 0,00
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